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BAB iII 

TINJAUAN iPUSTAKA 

2.1 Landasan iTeori 

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah i 

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk 

digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai 

pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana 

dari pemerintah pusat. UU No. 33/2004 menjelaskan bahwa PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi 

daerah sesuai dengan potensi daerah sebeagai perwujudan desentralisasi 

Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyaatakan 

bahwa  Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari : 

1. Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 pajak daerah 

didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan 

daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau 

badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah 

Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung 

dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembanyaran atas jasa atau pemberian izin 
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tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Daerah 

kabupaten/kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-

sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah 

ditetapkan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. 

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang 

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan 

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jenis 

pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah: 

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, 

retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha 

tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan / 

pesanggrahan / villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, 

dan lain-lain. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah 

adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik 

seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan 

merupakan cara yang efisien dalam melanyani masyarakat dan untuk 

menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 

2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang 

mencakup: 

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD. 

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

negara/BUMN. 
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3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

4. Lain-lain PAD yang sah  

Penerimaan daerah yang berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih 

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan ataupun 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa 

oleh daerah. 

Berdasarkan definisi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas maka 

peneliti dapat sintesakan, bahwa PAD adalah Penerimaan yang diperoleh dari 

sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Besarnya PAD disuatu 

daerah dapat menentukan seberapa besar tingkat kemakmuran dan kemandirian 

suatu daerah tersebut. PAD tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan mendorong 

masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang 

memadai, selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang 

diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan bertambahnya produktivitas 

masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (Setiadarma, 2011). 

2.1.2 Dana Alokasi Umum 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan 

sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalan negeri neto dan ditetapkan dalam 

APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari 

perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

provinsi dan kabupaten/kota. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan 
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keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan 

kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan 

atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu Daerah, yang merupakan selisih 

antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dan potensi Daerah (fiscal capacity). 

Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan 

penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya 

besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. 

Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar 

akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut 

menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. 

2.1.2.1 Alokasi Dana Alokasi Umum 

a. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota  

b. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan  Dalam 

Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.  

c. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota 

ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan 

kabupaten/kota. 

2.1.2.2 Tahap Penghitungan Dana Alokasi Umum 

1. Tahapan Akademis Konsep 

 Awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan 

oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk 

memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU 

dan karakteristik Otonomi Daerah di  Indonesia. 

2. Tahap Administratif  

Dalam tahapan ini Depkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan  

instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk 

didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan  

validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan. 

3. Tahapan Teknis  
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Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan  

dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan  

formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data  

yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis. 

4. Tahapan Politis 

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU  

antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI 

untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU. 

2.1.3 Dana Alokasi Khusus 

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah , Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang  

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan  

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan  

ketersediaan dana dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastuktur karena 

merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau 

perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. 

Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas. Untuk 

lebih tepatnya arah kegiatan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut 

a. DAK Pendidikan, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan 

program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, 

yang  diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang 

diprioritaskan  pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah 

perbatasan, daerah rawan  bencana, dan daerah pesisir dan pulau pulau 

kecil.  

b. DAK Kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan  

kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka  

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); meningkatkan  

pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah  

terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan  



 

 
 

14 

jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan,  

peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan 

jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit 

provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta 

penyediaan sarana/prasarana  penunjang pelayanan kesehatan di 

kabupaten/kota.  

c. DAK Keluarga Berencana, yang diarahkan untuk meningkatkan daya  

jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana  

dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/  

advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan  

sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka  

menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta  

meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.  

d. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang diarahkan untuk  

mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan 

provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi  

penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan  

untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga 

dapat  memperlancar pertumbuhan ekonomi regional. 

e. DAK Infrastruktur Irigasi, yang diarahkan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk 

jaringan  reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan 

kabupaten/  kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan 

nasional dan  daerah tertinggal dalam rangka mendukung program 

peningkatan  ketahanan pangan.  

f. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, yang diarahkan untuk 

meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan  

meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan 

lingkungan  (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.  
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g. DAK Pertanian, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan 

prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan 

produksi guna  mendukung ketahanan pangan nasional.  

h. DAK Kelautan dan Perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan 

sarana  dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, 

pemasaran, dan  pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana 

pemberdayaan di  wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  

i. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk  

meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan 

dan  pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk 

daerah  yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta 

digunakan untuk  pembangunan/perluasan/ rehabilitasi total gedung 

kantor/bupati/ walikota,  dan pembangunan/ perluasan/ rehabilitasi total 

gedung kantor DPRD,  dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan 

alokasi DAK. 

j. DAK Lingkungan hidup, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja  

daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan  

hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 

kelembagaan  dan sistem informasi pemantauan kualitas air, 

pengendalian pencemaran  air, serta perlindungan sumber daya air di luar 

kawasan hutan.  

k. DAK Kehutanan, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah  

Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan  

pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya 

(TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana 

penyuluhan  kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan 

kehutanan.  

l. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan, yang ditujukan khusus untuk  

daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan 

ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus  
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angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari  

daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.  

m. DAK Perdagangan, yang diarahkan untuk menunjang penguatan sistem  

distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana  

perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan,  

daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta 

daerah pasca bencana. 

2.1.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran i 

Menurut PP 12 tahun 2019, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang 

selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

Menurut Permendagri 21 Tahun 2011.  menyebut, Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang 

digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih 

kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas 

beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan 

akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 

2.1.5 Belanja Modal 

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal 

untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud 

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral 

Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan 

dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dam aset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 

kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.  

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah 

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat 
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lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap ditambah seluruh belanja yang 

terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap 

digunakan. 

Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 

dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun 

untuk fasilitas publik.  Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang 

dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik (Mardiasmo, 2002).  

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama : 

1. Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan 
untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik 
nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, 
pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya 
sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah 
dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya 
yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan 
peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor 
yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 
sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai

. 
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya 
yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, 
dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan 
pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah 
kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi 
siap pakai. 
 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah 
pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ 
penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan 
serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, 
pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang 
menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud 
dalam kondisi siap pakai. 
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5. Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang 
digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian pembangunan 
/ pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan 
kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung 
dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja 
ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang 
kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak 
dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

Aset Tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya 

Belanja Modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan 

publik. Untuk menambah Aset Tetap, pemerintah daerah mengalokasikan 

dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Setiap tahun 

diadakan pengadaan Aset Tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka 

panjang secara finansial. Dalam mengelola Belanja Modal, Pemerintah 

daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala perioritas dalam 

suatu daerah 

Berdasarkan iPeraturan idalam iNegeri iNomor i59 iTahun i2007 iPasal i53 

i(perubahan ipertama idari iPeraturan idalam iNegeri iNomor i13 iTahun i2006), 

imenyatakan ibahwa ibelanja imodal idigunakan iuntuk ipengeluaran iyang 

idilakukan idalam irangka ipengadaan iaset itetap iberwujud iyang imempunyai inilai 

imanfaat ilebih idari i12 ibulan iuntuk idigunakan idalam ikegiatan ipemerintahan. 

iNilai iaset itetap iberwujud iyang idianggarkan idalam ibelanja imodal isebesar 

iharga ibeli/bangun iaset itambah iseluruh ibelanja iyang iterkait idengan 

ipengadaan/pembangunan iaset isampai iaset itersebut isiap idigunakan. 

Menurut iPeraturan iMenteri iKeuangan iNomor i101/PMK.02/2011 itentang 

iKlasifikasi ianggaran, ikomponen ipengeluaran iyang idapat idigolongkan ike idalam 

ibelanja imodal iadalah ipembelian itanah, iperalatan idan imesin, igedung idan 

ibangunan, ijalan, iirigasi, idan ijaringan, iserta idalam ibentuk ifisik ilainnya. iAgar 

ialokasi idari ianggaran ibelanja imodal iyang idimiliki isuatu idaerah idapat itepat isasaran 

idan itujuan iutama idari ibelanja imodal iyang idilakukan ioleh ipemerintah idaerah ibisa 
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itercapai imaka iperlu iadanya isistem ipengendalian iintern iyang ibaik. iSistem 

ipengendalian iharus iditerapkan idalam irangka iuntuk imeminimalisir ikecurangan 

ipenggunaan ianggaran ibelanja imodal isehingga imerugikan ikeuangan idaerah. iAset 

itetap iyang idimiliki ipemerintah idaerah isebagai iakibat iadanya ibelanja imodal 

imerupakan isyarat iutama idalam imemberikan ipelayanan ipublik. iUntuk imenambah 

iaset itetap, ipemerintah idaerah imengalokasikan idana idalam ibentuk ianggaran 

ibelanja imodal idalam iAPBD. iSetiap itahun idiadakan ipengadaan iaset itetap ioleh 

ipemerintah idaerah isesuai idengan iprioritas ianggaran idan ipelayanan ipublik iyang 

imemberikan idampak ijangka ipanjang isecara ifinansial. iDalam imengelola ibelanja 

imodal, iPemerintah idaerah iharus ididasarkan ipada iprinsip iefektifitas, iefisien, 

itransparan idan idapat idipertanggungjawabkan idengan imempertimbangkan iskala 

iperioritas idalam isuatu idaerah. iMenurut iPP iNomor i71 iTahun i2010, Belanja Modal 

imerupakan ipengeluaran ianggaran iuntuk iperolehan iaset itetap idan iaset ilainnya 

iyangimemberi imanfaat ilebih idari isatu iperiode iakuntansi. iBelanja imodal imeliputi 

ibelanja imodal iuntuk iperolehan itanah, igedung idan ibangunan, iperalatan idan iaset itak 

iberwujud. iIndikator ivariabel ibelanja imodal idiukur idengan i: 

 

 

 
 

Berdasarkan ibeberapa ipengertian idiatas, imaka idapat ididefinisikan ibahwa 

ibelanja imodal iadalah ipengeluaran ianggaran iyang imerupakan ibagian idari 

iklasifikasi ibelanja idaerah imenurut iprogram idan ikegiatan iyang itermasuk ike idalam 

ikelompok ibelanja ilangsung, idimana ibelanja imodal idigunakan idalam irangka 

ipembentukan imodal iyang isifatnya imemperoleh iatau imenambah iaset itetap iatau 

iinventaris iyang imemberikan imanfaat ilebih idari idua ibelas ibulan i(satu iperiode 

iakuntansi), itermasuk ididalamnya ipengeluaran iuntuk ibiaya ipemeliharaan iyang 

isifatnya imempertahankan iatau imenambah imasa imanfaat, imeningkatkan ikapasitas 

idan ikualitas iaset. 

 

 

 

Belanja iModal i= iBelanja iTanah i+ iBelanja iPeralatan idan iMesin i+ 

iBelanja iGedung idan iBangunan i+ iBelanja iJalan, 

iIrigasi, idan iJaringan i+ iBelanja iLainnya 
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2.2 Penelitian iTerdahulu 

Penelitian iterdahulu imenjadi isalah isatu iacuan ipenulis idalam imelakukan 

ipenelitian isehingga ipenulis idapat imemperkaya iteori iyang idigunakan idalam 

imengkaji ipenelitian iyang idilakukan. iBerikut imerupakan iringkasan ipenelitian 

iterdahulu iberupa ibeberapa ijurnal iterkait idengan ipenelitian iyang idilakukan ipenulis. 

Tabel i2.2 
Penelitian iTerdahulu 

No Peneliti 

i(Tahun) 
Judul 

iPenelitian 
Variabel 

iPenelitian 
Hasil 

1 Rudi 
Hermawan 
(2017) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD), Dana  
Perimbangan, 
Dan Sisa Lebih 
Pembiayaan 
Anggaran  
(Silpa) 
Terhadap 
Belanja Modal 

X1 : 
Pendapatan 
Asli Daerah 
X2 : Dana 
Perimbangan 
X3 : Sisa 
Lebih 
Pembiayaan 
Anggaran 
Y   : Belanja 
Modal 

- PAD 
berpengaruh 
dan secara 
statistik 
signifikan 
terhadap 
belanja modal 
- Dana Bagi 
Hasil, Dana 
Alokasi 
Umum,dan 
Dana Alokasi 
Khusus 
berpengaruh 
dan statistik 
signifikan 
terhadap 
Belanja Modal 
- SiLPA tidak 
berpengaruh 
dan secara 
statistik tidak 
signifikan 
terhadap 
belanja 
Modal. 

2 Hanif 
Muftiandi 
(2020) 

Pengaruh 
PAD, DAU, 
DAK Dan 
Silpa 
Terhadap 
Pengalokasian 
Belanja Modal 
Pada 

X1 : PAD 
X2 : DAU  
X3 :DAK 
X4 : SiLPA 
 
Y   : Belanja 
Modal 

- Pendapatan 
asli daerah 
(PAD) 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
belanja modal 
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Kota/Kabupat
en Provinsi 
Jawa Tengah 
Tahun 2014-
2016 

- Dana alokasi 
umum (DAU) 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
belanja modal 
-Dana alokasi 
khusus (DAK) 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
belanja modal 
- Sisa Lebih 
Perhitungan 
Anggaran 
(SiLPA) 
berpengaruh 
negatif dan 
tidak signifikan 
terhadap 
belanja modal. 
- Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD), Dana 
Alokasi  

Umum (DAU), 
Dana Alokasi 
Khusus (DAK), 
dan Sisa Lebih 
Perhitungan  

Anggaran 
(SiLPA) secara 
simultan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Belanja Modal 
di Kota 
/Kabupaten 
Provinsi Jawa 
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Tengah.  

 
3 Dessyana 

Lourine 
Talluta, 
Rossy 
Lambelanova, 
Ella 
Wargadinata 
(2018) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah, 
Dana 
Perimbangan, 
Dan Silpa  
Terhadap 
Belanja Modal 
dan 
Dampaknya 
Kepada  
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Pemerintah 
Daerah Kota 
Kupang  
Provinsi Nusa 
Tenggara 
Timur 
 

X1 : 
Pendapatan 
Asli Daerah 
X2 : Dana 
Perimbangan 
X3 : SiLPA  
Y : Belanja 
Modal 

- PAD 
berpengaruh 
secara 
signifikan 
terhadap 
Belanja  

-DBH secara 
parsial tidak 
memiliki 
pengaruh 
terhadap 
Belanja Modal 

-DAK secara 
parsial tidak 
berpengaruh 
secara 
signifikan  

terhadap 
Belanja Modal  

-SILPA secara 
parsial tidak 
berpengaruh 
secara  

signifikan 
terhadap 
Belanja Modal  

 

 

  
4. Mia 

Rachmawati 
(2017) i 

Pengaruh 
Dana Alokasi 
Umum, Dana 
Alokasi 

X1 : Dana 
Alokasi 
Umum 
X2 : Dana 

- DAU tidak 
berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap alokasi 
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Khusus, Dan 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Terhadap 
Alokasi 
Belanja Modal 

Alokasi 
Khusus 

 i 
Y : Alokasi 
Belanja 
Modal 

belanja modal 

- DAK 
berpengaruhposit
if signifikan 
terhadap     
alokasi belanja 
modal. 

-PAD 
berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap alokasi 
belanja modal. 

 
 i 

5. Fitriana Indah 
Kumalasarii(2
018) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah, 
Dana Bagi 
Hasil, Dana 
Alokasi 
Umum, Dana 
Alokasi 
Khusus, Dan 
Sisa Lebih 
Pembiayaan 
Anggaran 
Terhadap 
Alokasi 
Belanja Modal 

X1 : 
Pendapatan 

iAsli Daerah 
X2 : Dana 
Bagi Hasil 
X3 : Dana 
Alokasi 
Umum 
X3 : Dana 
Alokasi 
Khusus 
X4 : Sisa 
Lebih 
Pembiayaan 
Anggaran 
 i 
Y : Belanja 
Modal 

- Pendapatan 
Asli Daerah 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
Belanja Modal  
- Dana Bagi 
Hasil 
berpengaruh 
terhadap 
belanja modal  
- Dana Alokasi 
Umum 
berpengaruh 
terhadap 
Belanja Modal 
- Dana Alokasi 
Khusus tidak 
berpengaruh 
terhadap 
Belanja Modal  
- SiLPA tidak 
berpengaruh 
terhadap 
BelanjaModal  

6 Nursita 

Wulandari 

Lutpikah, 

Denny 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD), Dana 
Alokasi 

X1 : 
Pendapatan 

iAsli Daerah 
X2 : Dana 
Alokasi 

- Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 
berpengaruh 
positif dan 
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Mahendra 

(2020) 

 

Umum 
(DAU), Dana 
Alokasi 
Khusus 
(DAK) dan 
Dana Bagi 
Hasil (DBH) 
Terhadap 
Belanja Modal 
Pada 
Kabupaten/Ko
ta 
Karanganyar 
Tahun 2017-
2019. 

Umum 
X3 : Dana 
Alokasi 
Khusus 
X3 : Dana 
Bagi Hasil 
 i 
Y : Belanja 
Modal 

tidak 
signifikan 
terhadap 
Belanja Modal. 
- Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
berpengaruh 
negatif dan 
signifikan 
terhadap 
Belanja Modal. 
-Dana Alokasi 
Khusus (DAK) 
berpengaruh 
negatif dan 
tidak 
signifikan 
terhadap 
Belanja Modal.  
-Dana Bagi 
Hasil (DBH) 
berpengaruh 
negatif dan 
berpengaruh 
tidak 
signifikan 
terhadap 
Belanja Modal. 

Peneliti itelah imemaparkan itentang ipenelitian iterdahulu iyang idilakukan 

ioleh ipeneliti isebelumnya. iTerdapat ikesamaan ivariabel iyang idigunakan ipeneliti 

idengan ibeberapa ipenelitian iterdahulu iyaitu iPendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. iPerbedaannya, ipeneliti 

imenggunakan ibeberapa ivariabel idan iobjek ipenelitian iyang iakan idilakukan ioleh 

ipeneliti iberbeda. iPeneliti iakan imelakukan ipenelitian ipada i17 iKabupaten/kota idi 

iProvinsi iSumatera iSelatan 

 

2.3 Kerangka iPemikiran 

Kerangka iberfikir imerupakan imodel ikonseptual itentang ibagaimana iteori 

iberhubungan idengan iberbagai ifaktor iyang itelah idiidentifikasikan isebagai imasalah 
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iyang ipenting. iPenjelasan isementara iterhadap isuatu igejalan iyang imenjadi iobjek 

ipermasalahan ikita i(Mardiasmo, i2018). iKerangka iberfikir iini imerupakan isuatu 

iargumentasi ikita idalam imerumuskan ihipotesis. iDalam imerumuskan isuatu 

ihipotesis, iargumentasi ikerangka iberpikir imenggunakan ilogika ideduktif i(untuk 

imetode ikuantitatif) idengan imemakai ipengetahuan iilmiah isebagai ipremis. 

Berdasarkan itujuan idari ipenelitian iini iadalaah iuntuk imenguji iada iatau 

itidaknya ipengaruh iPendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal 

iPemerintah iDaerah iKabupaten/Kota iSumatera iSelatan, imaka ipenulis imencoba 

imenguraikan idalam ibentuk ikerangka iberpikir ipada igambar i2.1 

 

 

  

         H1 

       H         H2                     

             H2             H3                 

               H4  

                     

   

 

         

                  H5 

              

Keterangan : 

                  Pengaruh secara parsial 

                  Pengaruh secara simultan 

 

Belanja Modal 
(Y) 

  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
(X1) 

 

Dana Alokasi Umum 
 (X2) 

Dana Alokasi Khusus (X3) 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(X4) 



 

 
 

26 

 

 

Gambar i2.1 
Kerangka iPemikiran 

Berdasarkan igambar ikerangka ipemikiran idi iatas, idapat idijelaskan ibahwa 

ivariabel iindependen iyaitu iPendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran imempengaruhi ivariabel 

idependen iyaitu Belanja Modal i(Y) ibaik isecara isimultan imaupun iparsial. 

 

2.4 Hipotesis iPenelitian 

Hipotesis iadalah ijawaban isementara iterhadap imaslah ipenelitian iyang 

ikebenarannya iharus idiuji isecara iempiris. iPengujian ihipotesis idilakukan iuntuk 

imenjawab irumusan imasalah. iPengujian ihipotesis idilakukan iuntuk imenjawab 

irumusan imasalah, iyaitu imenguji iapakah iPendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap 

Belanja Modal Pemerintah Daerah idi iKabupaten/Kota idi iSumatera iSelatan. 

iBerdasarkan ikonsep idan iteori, ipenelitian iterdahulu, idan ikerangka ipemikiran idi 

iatas idapat iditarik ihipotesis ipenelitian isebagai iberikut i: 

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil dari Pendapatan Asli Daerah 

akan Digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah. semakin besar PAD 

maka penerimaan tersebut digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan 

dan fasilitas publik yang terbaik sehingga besar juga Belanja Modalnya (Jayadan 

Dwirandra,2014)  

 Jadi semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh memungkinkan 

Pemerintah Kabupaten / Kota dapat memenuhi kebutuhan belanja  sendiri dengan 

tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin 
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rendah pendapatan aslidaerah yang diperoleh maka Pemerintah Kabupaten / Kota 

tidak dapat memenuhi seluruh belanjanya  yang akibatnya akan begantung kepada 

pemerintah pusat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis bahwa pendapatan asli daerag secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. 

H1 : Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan  

    terhadap Belanja Modal 

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal 

 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum 

yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui 

Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin 

besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik 

melalui Belanja Modal  

Jadi semakin besar dana alokasi umum yang diperoleh dari pemerintah 

pusat, maka Pemerintah Kabupaten / Kota dapat membiayai semua belanja yang 

telah dianggarkan. Dan semakin kecil dana desa yang diperoleh dari pemerintah 

pusat, maka Pemerintah Kabupaten / Kota tidak dapat membiayai semua belanja 

desa yang telah dianggarkan . Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 

merumuskan hipotesis bahwa dana desa secara parsial berpengarih signifikan 

terhadap belanja Modal. 

H2 : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan  

    terhadap Belanja Modal 
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2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal 

 DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah. 

 Semakin besar DAK yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga 

penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas terbaik melalui Belanja Modal . 

Dan semakin kecil DAK yang diberikan, maka penyediaan dan pengadaan 

pelayanan dan fasilitas melalui Belanja Modal belum terpenuhi, maka peneliti 

merumuskan hipotesis bahwa dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal. 

H3 : Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan  

    terhadap Belanja Modal 

2.4.4 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal 

 Menurut PP 12 tahun 2019, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang 

selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. merupakan penerimaan 

pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi 

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan 

lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang 

sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 

Semakin besar jumlah SILPA pada tahun anggaran akan berdampak 

terhadappemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya 

maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa sisa lebih perhitungan anggaran 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
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H4 : Sisa Lebih Perhitugan Anggaran secara parsial berpengaruh  

    signifikan terhadap Belanja Modal 


